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HASIL EVALUASI KURIKULUM MBKM 

 

 

 
1. Temuan Monev Evaluasi Kurikulum 

Berdasarkan hasil evaluasi peyususnan kurikulum dapat disimpulkan beberapa 

temuan yang perlu mendapatkan perhatian kedepannya terkait dengan pelaksanaan 

Kurikulum Universitas PGRI Palembang dan pengembangan Kurikulum MBKM 

Universitas PGRI Palembang kedepannya. 

1. Belum tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran yang melembaga dan yang 

lebih operasional di prodi. 

2. Prodi belum memiliki pedoman penilaian pembelajaran yang lebih spesifik. 

3. Struktur kurikulum belum memuat matriks korelasi profil lulusan dengan capaian 

pembelajaran. 

4. Struktur kurikulum belum memuat deskripsi mata kuliah dengan lengkap. 

5. Belum semua MK memanfaatkan hasil penelitian/PkM dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

6. Belum semua prodi melibatkan asosiasi/konsorsium dalam penegembangan Kurikulum 

Universitas PGRI Palembang 

7. Perangkat pembelajaran pada Kurikulum Universitas PGRI Palembang pada Program 

Studi Pendidikan Bahasa Indonesia seperti Silabus, RPS, Kontrak Kuliah pada 

semester 1, 2, dan 3 belum ada secara lengkap. 

8. Persentase mata kuliah di prodi yang menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan 

Masalah sebagai bobot penilaian masih minim. 

9. Persentase mata kuliah di prodi yang menggunakan Metode Pembelajaran Kelompok 

Berbasis Projek sebagai bobot penilaian masih minim. 

 
2. Tindak Lanjut Evaluasi Temuan Peningkatan Kurikulum 

Temuan evaluasi Kurikulum Universitas PGRI Palembang yang sifatnya umum 

tersebut di atas perlu dilakukan tindakan perbaikan dan strategi di level Universitas agar tidak 

menjadi temuan yang berulang-ulang. Berdasarkan hasil GPM antara Pimpinan LPPKM dan 

Pimpinan Pelaksanaan Pengajaran. Berikut 



deskripsikan rekomendasi untuk penanganan temuan-temuan hasil evaluasi pelaksanaan 

Kurikulum Universitas PGRI Palembang pada prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. 

 
Tabel. Temuan Hasil Evaluasi Pengembangan Kurikulum 

 

No. Hasil Evaluasi Rekomendasi Penanggungjawab 

1.  Masalah: Prodi belum 

mempunyai pedoman 

pengembangan kurikulum. 

 Akar Masalah: Belum ada 

kebijakan untuk menyusun 

pedoman pengembangan 

kurikulum, dan hanya 

merujuk pada informasi dari 

tim Restrukturisasi 

Kurikulum LPPKM 

1. Pimpinan menyusun 

dan menetapkan 

kebijakan untuk 

mewajibkan  prodi 

menyusun pedoman 

pengembangan 

kurikulum. 

2. Prodi membuat tim 

penyusun pedoman 

pengembangan 

kurikulum yang 

merujuk pada 

pedoman yang ada 

di universitas. 

3. Monitoring  dan 

evaluasi penyusunan 

pedoman 

pengembangan 

kurikulum prodi 

melalui GPM 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua LPPKM 
4. Ketua GPM 
5. Ketua Bid. Pengajaran 

6. Kaprodi 

2.  Masalah: Prodi belum 
mempunyai pedoman 
pelaksanaan pembelajaran. 

 Akar Masalah: Belum ada 
kebijakan untuk menyusun 

pedoman pelaksanaan 
pembelajaran, dan hanya 
merujuk pada informasi dari 
LPPKM 

1. Pimpinan menyusun 
dan menetapkan 
kebijakan untuk 
mewajibkan  prodi 
menyusun pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran. 

2. Prodi membuat tim 
penyusun pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran yang 

merujuk pada 
pedoman yang ada 
di universitas. 

3. Monitoring dan 
evaluasi 
penyusunan 
pedoman 
pelaksanaan 
pembelajaran prodi 
melalui GPM 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua LPPKM 
4. Ketua GPM 
5. Ketua Bid. Pengajaran 

6. Kaprodi 



3.  Masalah: Prodi belum 

mempunyai pedoman 

penilaian pembelajaran. 

 Akar Masalah: Belum ada 

kebijakan untuk menyusun 

pedoman penilaian 

pembelajaran, dan hanya 

merujuk pada pedoman 

Akademik 

1. Pimpinan menyusun 
dan menetapkan 
kebijakan untuk 
mewajibkan  prodi 

menyusun pedoman 
penilaian 
pembelajaran. 

2. Prodi membuat tim 
penyusun pedoman 
penilaian 
pembelajaran yang 
merujuk pada 
pedoman yang ada 
di universitas. 

3. Monitoring dan 

evaluasi 
penyusunan 
pedoman penilaian 
pembelajaran prodi 
melalui GPM. 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua LPPKM 
4. Ketua GPM 
5. Ketua Bid. Pengajaran 

6. Kaprodi 

4  Masalah: Struktur kurikulum 

belum memuat matriks 

korelasi profil lulusan dengan 

capaian pembelajaran 

 Akar Masalah: Saat 

penyusunan kurikulum belum 

mewajibkan mengisi matriks 

korelasi antara profil lulusan 

dengan capaian pembelajaran. 

1. Pimpinan lembaga 

melalui LPPKM 

mewajibkan prodi 

untuk melengkapi 

kurikulumnya dengan 

matriks korelasi antara 

profil lulusan dan 

capaian pembelajaran. 

2. Lembaga melalui 

LPPKM 

memfasilitasi   prodi 

tentang teknik atau 

strategi  dalam 

membuat matriks 

korelasi. 

3. Prodi melengkapi 

kurikulum dengan 

matriks korelasi yang 

dimonev langsung oleh 

LPPKM melalui Pusat 
Kurikulum. 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua LPPKM 
4. Ketua GPM 
5. Ketua Bid. Pengajaran 
6. Kaprodi 

5.  Masalah: Struktur kurikulum 
belum memuat deskripsi mata 
kuliah dengan lengkap 

 Akar Masalah: Saat 

penyusunan kurikulum belum 
mewajibkan membuat 
deskripsi mata kuliah. 

1. Pimpinan lembaga 
melalui LPPKM 
mewajibkan prodi 
untuk melengkapi 
kurikulumnya dengan 
deskripsi mata kuliah. 

2. Lembaga melalui 
LPPKM memfasilitasi 
prodi tentang teknik 

atau strategi dalam 
membuat deskripsi 
MK. 

3. Prodi melengkapi 
kurikulum dengan 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua LPPKM 
4. Ketua GPM 
5. Ketua Bid. Pengajaran 
6. Kaprodi 



  deskripsi mata kuliah 
yang dimonev 
langsung  oleh 
LPPKM melalui 

Pusat Kurikulum. 

 

6.  Masalah: Belum semua MK 
tersedia Perangkat 
Pembelajarannya (Silabus, 
RPS,Pedoman Penilaian, dll). 

 Akar Masalah: Beberapa 

prodi belum menyusun 

perangkat pembelajaran oleh 

dosen penanggung jawab 

MK/tim. 

1. Pelatihan dan 
workshop penyusunan 
RPS untuk seluruh 
dosen. 

2. Dosen menyusun 

semua RPS MK, dan 

dimonev secara intensif 

oleh GPM Fakultas 

3. Pimpinan mewajibkan 

dosen untuk 

mengumpulkan RPS 

MK serta upload di 

Siak, serta menjadikan 

salah satu syarat 
Remunerasi. 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua LPPKM 
4. Ketua GPM 
5. Ketua Bid. Pengajaran 
6. Kaprodi 

7.  Masalah: Belum semua MK 
memanfaatkan hasil 
penelitian/PkM dalam 
pelaksanaan pembelajaran. 

 Akar Masalah: Secara 

umum Dosen belum 
mengintegrasikan hasil 
penelitian/PkM ke dalam 
perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi perkuliahan. 

1. Pelatihan dan 
workshop 
pengintegrasian hasil 
penelitian/PkM dalam 

pembelajaran. 

2. Dosen menyusun 

perangkat 

pembelajaran yang 

mengintegrasikan hasil 

penelitian/PkM,  dan 

dimonev secara intensif 

oleh GPM Universitas. 

3. Pimpinan mewajibkan 

dosen  untuk 

menjadikan 

pemanfaatan  hasil 

penelitian/PkMnya 

sebagai salah   satu 

output, serta menjadi 

syarat pendanaan 

proposal selanjutnya. 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua LPPKM 
4. Ketua GPM 
5. Ketua Bid. Pengajaran 

6. Kaprodi 

8.  Masalah: Belum semua prodi 

melibatkan 
asosiasi/konsorsium dalam 
penegembangan Kurikulum 
Universitas PGRI Palembang 

 Akar Masalah: Lembaga 

belum mewajibkan prodi 
untuk melibatkan asosiasi 
dalam pengembangan 
kurikulum. 

1. Pimpinan mewajibkan 
prodi untuk menyusun 
kurikulum dengan 
melibatkan asosiasi 
yang sesuai. 

2. Pimpinan memfasilitasi 

prodi dalam kegiatan 

asoasiasi yang sesuai 

dengan keilmuan prodi. 

3. Prodi melibatkan 

asosiasi dalam 

pengembangan 

kurikulum. 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua LPPKM 
4. Ketua GPM 

5. Ketua Bid. Pengajaran 
6. Kaprodi 



9  Masalah: Persentase mata 

kuliah di  prodi  yang 

menggunakan   Metode 

Pembelajaran  Pemecahan 

Masalah  sebagai  bobot 

penilaian masih minim. 

 Akar Masalah: Belum ada 

kebijkan untuk 

menggunakan Metode 

Pembelajaran Pemecahan 

Masalah sebagai bobot 

penilaian. 

1. Pimpinan  menyusun 
dan menetapkan 
kebijakan   untuk 
mewajibkan 

menggunakan Metode 
Pembelajaran 

2. Lembaga melalui 

LPPKM mengadakan 

workshop       terkait 

konsep Metode 

Pembelajaran 

Pemecahan Masalah. 

3. Prodi menggunakan 

Metode Pembelajaran 

Pemecahan Kasus 

sebagai bobot 

penilaian, dan dimonev 

langsung LPPKM. 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua LPPKM 
4. Ketua GPM 
5. Ketua Bid. Pengajaran 

6. Kaprodi 

10.  Masalah: Persentase mata 
kuliah di prodi yang 
menggunakan Metode 
Pembelajaran Kelompok 
Berbasis Projek sebagai 
bobot penilaian masih 
minim. 

 Akar Masalah: Belum ada 

kebijkan untuk 

menggunakan Metode 

Pembelajaran Kelompok 

Berbasis Projek sebagai 

bobot penilaian. 

1. Pimpinan menyusun 

dan menetapkan 

kebijakan   untuk 

mewajibkan 

menggunakan 

Metode Pembelajaran 

Kelompok Berbasis 

Projek sebagai bobot 

penilaian. 

2. Lembaga melalui 

LPPKM 

mengadakan 

workshop  terkait 

konsep Metode 

Pembelajaran 

Kelompok Berbasis 

Projek. 

3. Prodi menggunakan 

Metode 

Pembelajaran 

Kelompok Berbasis 

Projek sebagai bobot 

penilaian,  dan 

dimonev langsung 
LPPKM. 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua LPPKM 
4. Ketua GPM 
5. Ketua Bid. Pengajaran 
6. Kaprodi 

  Masalah: Belum 
dilengkapkannya magang 
pada berbagai instansi 

pemerintah dan swasta 

 Akar: belum ada kebijakan 
yang untuk dilakukan 
kegiatan magang pada 
instansi pemerintah dan 

swasta 

1. Pimpinan menyusun 

dan menetapkan 

kebijakan tantang 

kegiatan magang di 

instansi pemerintah 

dan swasta. 

2. Faklutas menyusun 

stategi penempatan 

instansi   pemerintah 

dan swasta untuk 

kegiatan magang 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua GPM 
4. Ketua Bid. Pengajaran 
5. Kaprodi 



  mahasiswa 
3. GPM dan Kab 

Bidang  akademik 

dan Pengajaran 

meyusun  pedoman 

pelakasanaan 

kegiatan magang. 

4. Prodi menggunakan 

pedoaman 

pelaksanaan magang 

yang di monev GPM 

dan Ka. Bidang 
Pengajaran. 

 

  Masalah: Porsi SKS PPL 
Masih kurang dari 8 SKS 

 Akar masalah: Perlunya 

penyesuai jumlah sks pada 
prosi PPL dengan lama 
waktu kegiatan PPL 

1. Pimpinan menyusun 

dan menetapkan 

kebijakan tentang 

PPL 

2. Fakultas meyusun 

pedoaman 

pelaksanaan kegiatan 

PPL 

3. Prodi Menggunakan 

pedoman pelaksanan 

magang dengan 

dimonitoring gpm 

dan Ka Bidang 
Pengajaran. 

1. Rektor 
2. Dekan 

3. Ketua GPM 
4. Ketua Bid. Pengajaran 
5. Kaprodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 



Dokumetasi Kegiatan 
 

 

 

 
 


